BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai

analisis pertanggungjawab kerugian yang timbul pada pihak konsumen dalam

suatu transaksi pelayanan kesehatan dengan dokter berdasarkan UU

Perlindungan Konsumen, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai
berikut:

a.

Pasien dengan gangguan jiwa dikualifikasikan sebagai konsumen dalam
UU Perlindungan Konsumen karena memenuhi semua unsur yang terdapat
dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen. Namun. karena
ketidakcakapan pasien dengan gangguan jiwa, maka diwakili oleh
keluarga terdekatnya yang juga memenuhi unsur sebagai konsumen
menurut UU Perlindungan Konsumen.

Dokter yang melakukan praktik mandiri, dokter out, serta rumah sakit
swasta dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UU Perlindungan
Konsumen, karena dokter menerima imbalan jasa atas jasa pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada pasien, serta rumah sakit swasta yang
melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencari laba (profit). Akan
tetapi, rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan
tidaklah termasuk ke dalam kualifikasi pelaku usaha berdasarkan UU
Perlindungan Konsumen karena tidak melakukan kegiatan ekonomi baik
dengan tujuan untuk mencari laba (profit) ataupun mencari nafkah
(lovelihood).

Data informed consent tindakan restrain terhadap Pasien X serta hasil
wawancara pada Kepala Bagian Pelayanan Medik RSJD Dr. Amino
Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya potensi
pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan adanya pengalihan

tanggung jawab pelaku usaha.
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d. Pasien dengan gangguan jiwa yang merasa dirugikan dengan dilakukannya
tindakan pelayanan kesehatan diwakili oleh keluarganya dapat
mengajukan sengketa atas penggunaan jasa dokter ke pengadilan. Untuk
mengajukan gugatan terhadap dokter yang melakukan praktik mandiri atau
dokter out, maka pasien dapat mengajukan gugatan dengan gugatan
perbuatan melawan hukum, sedangkan untuk mengajukan gugatan
terhadap rumah sakit swasta, maka pasien dapat mengajukan gugatan
dengan dasar gugatan wanprestasi. Sebagai konsekuensi dengan adanya
potensi pelanggaran Pasal 18 ayat 1 huruf a, maka berdasarkan
pelanggaran syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian
dapat menjadi batal demi hukum, atau berdasarkan UU Perlindungan
Konsumen sebagai lex specialis ,klausula eksonerasi tersebut menjadi

batal demi hukum.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan uraian

kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan terhadap
pasien dengan gangguan jiwa sebagai konsumen. berikut merupakan saran dari
penulis:

a. Bahwa pelaku usaha yang merupakan dokter selaku penyedia pelayanan
jasa kesehatan hendaknya memberikan penjelasan sejelas-jelasnya
sehingga tindakan kedokteran yang akan dilaksanakan terhadap pasien
dengan gangguan jiwa benar-benar dapat dipahami oleh pasien dengan
gangguan jiwa yang diwakili oleh keluarganya sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman dan kerugian yang berpotensi di kemudian hari.
b. Bahwa konsumen yang merupakan pasien dengan gangguan jiwa yang

diwakili oleh keluarga terdekatnya memiliki kesadaran untuk memahami

tindakan yang akan dilakukan terhadap pasine dengan gangguan jiwa, hak-
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hak yang dimiliki serta prosedur yang dapat ditempuh untuk dapat
mempertahankan hak tersebut ketika terjadi pelanggaran hak. Pengetahuan
konsumen akan hak-hak tersebut dapat mempengaruhi taraf pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada konsumen supaya dapat menimbulkan
kemanfaatan yang lebih ke dalam kehidupan kesehatan konsumen.
Apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen dapat memilih cara

penyelesaian sengketa. Konsumen dapat menggugat melalui pengadilan.

Bahwa sebaiknya dalam memberikan penjelasan oleh dokter dan
memberikan persetujuan oleh pasien dengan gangguan jiwa yang dapat
diwakili keluarganya, juga dihadiri oleh saksi-saksi sebagai penguat bukti
bahwa telah terjadinya suatu kesepakatan untuk dilakukan tindakan

kedokteran.
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